BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya kesenjangan dalam hal pertanggung jawaban hukum pada
pihak pengguna jasa (konsumen), penyedia jasa dan perusahaan
teknologi. Penyedia jasa transportasi online dalam hal ini hanya
berfungsi sebagai perantara (provider) sehingga tanggung jawab
hukumnya tidak sama dengan perusahaan transportasi lainnya.
Pertanggung jawaban hukum terhadap penyedia jasa dan pihak
pengguna jasa (konsumen) diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kesenjangan yang
terjadi disebabkan oleh adanya kendala kendala seperti apabila letak
keselahan terdapat dalam perjalanan pengantaran maka pertanggung
jawab paling dekat dan pertama yaitu kepada driver gojek tersebut
dengan kosumen tersebut membuktikan dalam kesesuaian pemesanan

dalam aplikasinya.

2. apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan aplikasi saat
terjadinya pemesanan ,dalam hal pertanggung jawaban penyedia jasa
(driver go-jek) dapat meminta pertanggung jawaban kepada
perusahaan yang menjalin kerjasama dalam hal ini franchise untuk
bertanggung jawab atas pesanan yang tidak sesuai atau mengalami
cacat kondisi saat barang itu di antarkan ,maka driver tersebut dapat
mengurusnya ,sehingga pertanggung jawaban yang terjadi tidak

sepenuhya kepada driver go-jek tersebuthal ini dalam hukum
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konvensional indonesia.Dalam konteks perjanjian pengiriman barang
,posisi masing-masing pihak yaitu Go-jek tersebut statusnya dapat di
katakan sebagai “Ekspeditur’untuk hal pengangkutan, karena
mengantar barang yang dipesan melalui aplikasi go-send tersebut
disini pemerintah perlu membuat aturan UU ,dikarenakan pada
dasarnya pengangkut (ekspeditur) yang di maksud dalam peraturan
menteri perhubungan gojek tersebut tidak memenuhi syarat,terutama
untuk faktor keamanan,sedangkan yang seharusnya adalah kendaraan

beroda empat atau mobil .
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang tanggung jawab Kkurir

Go-Jek dalam transaksi online Go-Send/Go-Food, maka penulis merumuskan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia harus
segera membentuk aturan yang mengakui keberadaan kurir online sebagai
jasa angkutan barang dengan sistem transaksi online melalui Undang-
Undang.

2. Melakukan pendataan yang berkala dan terkur mengenai jumlah kurir
online dan pelaku penyedia jasa transportasi online melalui Kementerian
Ketenagakerjaan. Data yang baik akan mendorong praktek perlindungan
hukum yang jelas.

3. Mempertegas kembali posisi Go-Jek dan perusahaan provider lainnya
dalam hubungan kerja antara provider dan driver atau para kurir.

4. Mengatur mekanisme pertanggung jawaban dalam hal  terjadi
ketidakpuasan maupun kerugian terhadap konsumen layanan transportasi

online.
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